BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR IETAHUN 2021

TE YTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANIC ASI, TUGAS DAN FU
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN LMUM BINA MA]

DAYA AIR KABUPATEN JEj

DENGAN RAHMAT TUJ

Menimban asi Program Prioritas Nasional
si, dipandang perlu melakukan
Red idukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
"ata Kena .linas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Taya Air Kabo pa ;en Jember;

>ahwa Peraturan B .ipiti Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan O eganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Unum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember sudth tidak sesuai dengan perkembangan

peraturan perundang-unc .angan, sehingga perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pmtimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Sumber
Daya Air Kabupaten Jeml eer ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Fomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Repubbk Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6, Tambahan Lembaran Fegara Republik Indonesia Nomor 5494);



3.

10.

11.

Undang-Undang Normr 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lemba ean Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana tela i beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahin 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indor es a Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nimor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negar d Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lemoa an Negara Republik Indonesia Nomor
5887), sebagaimana tela i diubah dengan Peraturan Pemerintal
Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Incu>rresia
Tahun 2016 Nomor 187 Tambahan Lembaran Ne”ma Republik
Indonesia Nomor 6402%;

. Peraturan Pemerintah Ncmor 11 Tahuim20H7 Tentang Manajemcn

Pegawai Negeri Sipil (Len baran Nesamr*epWIiWHrigonesia Tahui

2017 nomor 63, tambah fesia
Nomor 6037) sebagaijj- eraturan
Pemerintah Nonjor~fl7 erubahan atas
Peratur Tlalhju'n"SM7 tentang Manajemen
P ra Republik Indonesia Tahun

Ambaran Negara Republik Indonesia

dntah Ncmor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
rasan Pemerii .tah Daerah (Lembaran Negara Republik
5nesia Tahun 201 ' Ilomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nome r 6041);
Peraturan Presiden Non or 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Urdang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peiati iran Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indones a Tahun 2014 Nomor 199);
Peraturan Menteri Da ani Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hi kum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Mentei i Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018,;
Peraturan Menteri Da ani Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang
Pembinaan Dan Pengend ilian Penataan Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indones a Tahun 2018 Nomor 1539);
Peraturan Menteri Peidayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Rep jblik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
Tentang Penyederhanaail Struktur Organisasi  Pada Instansi
Pemerintah Untuk Pen/ederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahu i 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kabi paten Jembcr Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3,
Tambahan Lembaran l)a< rah Kabupaten Jember Nomor 3).



Menetapkan

12.

13.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

DINAS PEKERJAAN JMUM BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KABUPATEN JEMBER.

BAB |
ietentuan umum
Pasal 1

UPTD adalah UPTI) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kab apaten Jember.

Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember

Anggaran Pendapacar dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adala i APBD Kabupaten Jember.



BAB Il
KEDUDUKAN I AN SUSUNAN ORGANISASI
I agian kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan uns-m pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

(2) Dinas dipimpin oleh Kef ala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawah k *pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dime ksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan femerintahan yang menjadi kewenj
daerah di bidang bina m;irga dan sumber daya air.

(4) Dinas dalam melaksana <an tugas sebagaimarja-p maksud pada
ayat (3) menyelenggarake n fungsi :
a. perumusan kebija

penyelenggaraan inf an
pelengkap jalan, danf if berupa
jaringan ing&sip”n 6ngkapJ ;

embd rifrs"feukmr jalan, jembatan,

3 dan bangunan pelengkap

niSfitasi dan pemeliharaan infrastruktur
sc luran drainase, jaringan irigasi dan
pelengkap lainnya;
embinaan, pembin .bingan, dan pengendalian terhadap
pelaksanaan penyele iggaraan infrastruktur jalan, jembatan,
saluran drainase, ja ingan irigasi dan bangunan pelengkap
lainnya;
pendataan, pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi
terhadap pemanfaata n aset infrastruktur kebinamargaan dan
sumber daya air di lu ar fungsinya; dan
f. pelaksanaan fungsi ain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan ur gsi serta tugas pembantuan.

| agian Kedua
Sus man Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi D;ncs terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

c. Bidang Pembanguna i dan Pemeliharaan Jalan Dan Drainase,
terdiri atas Kelompof Jabatan Fungsional,;

d. Bidang Pembangi.nsn dan Pemeliharaan Jembatan, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;
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e. Bidang Koordinas din Pembinaan Infrastruktur Desa, terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Sumber Da/a Air, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;

g. Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur, terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

h. Bidang Alat Berat din Laboratorium Konstruksi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

i. UPTD; dan

j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin olei Sekretaris yang berada di bawah K

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bidang dipimpin oleh K<pala Bidang yang beradaj. jawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sub Bagian dipimpin oeh Kepala Si

bawah dan bertanggung awab

Big

aimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf

inyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

:sanakan pengkcor iinasian penyiapan bahan penyusunan,

penatausahaan urusan <euangan, umum , rumah tangga dan

aset, mengkoordinasika;in penyelenggaraan tugas dinas serta

pemberian pelayanan tfknis dan administratif kepada kepala
dinas dan semua unsur ci lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan rugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat, mempuny ai ungsi:

a. penghimpunan tahan pelaksanaan program Kkerja dari
bidang-bidang gur.a penyusunan laporan tahunan;

b. pengkoordinasian pe lyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. pendistribusi tugas kepada bidang sesuai tugas dan
kewenangannya;

d. Pelaksanaan pervusunan rencana Kkerja dan program
kegiatan dinas;

e. penghimpunan can pengkoordinasian penyusunan data
informasi, evaluasi can pelaporan penyelenggaraan kegiatan
dinas;

f penyelenggaraan analisa  kebutuhan barang, analisa

kebutuhan pemeliha aan barang;

pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas,

inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang

yang dikuasai oleh d nas;



h. Pelaksanaan urusai administrasi umum, penatausahaan
keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah
tangga dinas, per alanan dinas, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan Kkinerja
organisasi dinas;

j.  Pengelolaan retribus pemakaian kekayaan daerah; dan

k. Penyusunan laporai pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasalb

Sub Bagian Umum dai Kepegawaian
dalam pasal 3 ayat (1) h rrufb

a. menyiapkan adm ni aan,
pengiriman dary”~fm
menyiap dinas

ggaraan rapat-rapat dinas,
fmaan tamu-tamu, keamanan dan
ungan dinas serta pelayanan
Iggaan la nnya,;
dapkan bahan tdaahan dan pelayanan informasi;
"menyiapkan dan nengkoordinasikan penyusunan analisis
jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan dinas;
menyusun rencsna kebutuhan barang dan kebutuhan
pemeliharaan barang
melaksanakan pela;@anan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, per leliharaan dan pendistribusian
peralatan/perleng ka )an kantor;
h. melaksanakan ktgi;.tan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/'b arang milik daerah; dan
i. melaksanakan pen “usulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan p<enyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;
menyusun laporan Ppertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan
k. melaksanakan tugis-tugas lam yang diberikan oleh
Sekretaris.



Sub

Paragraf 2
Sub Bagian Peren Danaan, Pelaporan dan Keuangan
Pasal 6

Bagian Per mcanaan, Pelaporan dan Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2,
mempunyai tugas :

a.

~ 9

melaksanakan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan perencanaan  strategis dan perencanaan
tahunan Perangkat Daerah;

melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajiai
data informasi Peran gkat Daerah;

melaksanakan kooriinasi pelaksanaan mpujxfata pada
system informasi perencanaan dan pelapoj daerah;

melaksanakan peng ampulan bahc [ah jDte:igkoordinasian
penyusunan laporan Kinej iohah “menyelenggaraai
pemerintahan dan lipetam per _ iban Peranrgkat
Daerah rati [angMondWhan yang
berlaku;

ojrdliia™i p/pyiisiShan dan pengumpulan

djohrtoring, evaluasi dan pengendalian

am, kegiatan, dan anggaran;

an dan pengkoordinasian penyusunan

dsn rencana perubahan anggaran;

mg elolaan anggaran belanja langsung,
belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi
kewenangan dinas;
melaksanakan kooriinasi pelaksanaan input data pada
system informasi ker angan daerah;
melaksanakan koord nasi penatausahaan keuangan;
melaksanakan vedfi.casi harian atas pertanggungjawaban
keuangan;
melaksanakan ve 'ifikasi kelengkapan administrasi
permintaan pembsyaran;
menyiapkan baha i can pengkoordinasian rekonsilisasi data
keuangan secara per odik dengan BPKAD;
menyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

mengumpulkan bahan, pengkoordinasian dan
menindaklanjuti lapc ran hasil pemeriksaan;
melaksanakan Koo 'dinasi dan penyusunan laporan

keuangan; dan
menyusun laporan Dertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.



Bagian Kedua
Bidang Pembangunar d m Pemeliharaan Jalan Dan Drainase
Pasal 7

(1) Bidang Pembangunan can Pemeliharaan Jalan Dan Drainase
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c,
mempunyai tugas nielaksanakan tugas merencanakan,
membangun /meningkatkan serta memelihara jalan dan drainase
serta tugas lain yang d.berikan oleh Kepala Dinas.

(2 Untuk melaksanakan mgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)>
Bidang Pembangunan can Pemeliharaan Jalan Dan Dn
mempunyai fungsi mel’pi ti :

a. penyiapan dan pengan pulan bahan dalam
program, kegiatar. dan  estimaf
pembangunan, peningkatan, re]
bidang infrastruktur ja ai
b. pelaksanaan rangka
peningkatan

len teknis, pembinaan, dan
igadaan tanah, pembangunan
infrastruktur, serta  rehabilitasi

lai infrastruktur jalan;
Jelaporan kegiatan pengadaan tanah.

khbangunan /a au peningkatan infrastruktur, serta
rehabilitasi \ pemeliharaan infrastruktur jalan; dan
penyusunan irai pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Bagian Ketiga
Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan
Pasal 8

(1) Bidang Pembangunan d; n Pemeliharaan Jembatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas
melaksanakan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi
dan/atau pemeliharaan embatan, pengendalian mutu dan hasil
pelaksanaan pekerjasn. serta tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas.

(20 Untuk melaksanakan tuf as sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan mempunyai
fungsi meliputi :

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan jembatan;

b. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi dan/at.au pemeliharaan jembatan;



C.

penelitian dan fergkajian dokumen teknis, pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan ;
pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan
kegiatan pembanguran, peningkatan, rehabilitasi dan/atau
pemeliharaan jembat m ; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Eagian Keempat

(1) Bidang Sumber Daya Ai sebagaimana dimaksud dalam pasal 3
ayat (1) huruf f, mempur yai tugas :

a.

melaksanakan pengelolaan terhadap pembangunan dan
rehabilitasi jaringan rigasi;

menyusun strategi kebijakan operasi dan pemeliharaan,
perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air irigasi;
menyelenggarakar pembinaan, pengawasan dan
pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
saluran drainase, dan bangunan pelengkapnya;
merencanakan dan menetapkan tata tanam;

melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan
evaluasi terhadap kegiatan irigasi tersier dan penyuluhan
pengairan; dan

melaksanakan tugas lam yang diberikan oleh Kepala Dinas.



(@ Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi meliputi :

a.

penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan program, Kkegiatan, dan estimasi biaya
pelaksanaan pembar gunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,
drainase, serta bangi nan pelengkapnya;
pelaksanaan pemban gunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,
drainase, serta bang! nan pelengkapnya;
pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan
irigasi, drainase, serti bangunan pelengkapnya;
pemantauan dai identifikasi dampak serta manfaat
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya”air dan
lingkungan;
penyusunan program operasi dai
irigasi, drainase, dan bangun

operas®
drainase, dan b

Tanam

enyediaan air irigasi;
dan pengendalian operasi dan
ai irigasi, dan bangunan pelengkapnya;
idrologj dan penyediaan irigasi;
anaan pen binaan, pengawasan, dan pengendalian
pembangunan dar p<rbaikan irigasi tersier;
pelaksanaan pemb.naan, pelatihan, dan penyuluhan
pengairan dan pema itauan serta evaluasi pemanfaatan serta
dampak pembangunt n sumber daya air;

. penyusunan inventa isasi jaringan irigasi yang dikelola oleh

masyarakat / HIPPA; dan
penyusunan lapor m pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Bagian Keenam
Bidang Data dar Perencanaan Aset Infrastruktur
Pasal 11

(1) Bidang Data dan Peren:anaan Aset Infrastruktur sebagaimana
dimaksud dalam pasa 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

a.

b.

melaksanakan tugas penyiapan data perencanaan aset
infrastruktur kebint margaan dan sumber daya air yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Data dan Perencanaan Aset Infrastruktur mempunyai

fungsi meliputi :



(1)

)

a. penginventarisasia n uset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya air;

b. pemuktahiran data aset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya cir secara berkala;

c. penyusunan dokume 1 legerjalan;

d. pelaksanaan tugas-tagas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Alat Ber it dan Laboratorium Konstruksi
Pasal 12

Bidang Alat Berat dan Laboratorium
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1

melaksanakan tugas laboratojaum
konstruksi serta tugasis o™ajjrnas.
Untuk melaksai pada ayat (1),
Bidang fistruksi mempunyai
\rencan = jutuhan berat

kpmr&raksi dalam rangka pelaksanaan tugas

laan tata usaha barang kendaraan dan alat berat dan

)oratorium konstruksi serta tata usaha
pendapatan/retribus: kendaraan, alat berat dan laboratorium
konstruksi;
pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan,

penggudangan, serta pemeliharaan kendaraan dan alat berat;
d. Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, dan
pemeliharaan saran i prasarana dan bahan laboratorium
konstruksi;
e. penyiapan perbekalun wuntuk penyusunan alokasi serta
pengaturan pendistri Jusian kendaraan dan alat berat;

f. pemrosesan peminja nan penggunaan kendaraan dan alat

berat bagi perorangan/badan usaha dan jasa usaha pengujian
konstruksi di laboratcrium konstruksi;

penataan dan perbaikan kendaraan, alat berat dan sarana
prasarana laboratorium konstruksi;

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang; dan
penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.



BAE IV
UP' T>
Pasa 13

() UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bag an Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaht \ang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang Dberada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala UPTD.

(®5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tu "dan
fungsi UPTD diatur dengan Jeraturan Bupati.

BAE V
KELOMPOK JAB AT AN
Pasa)
Kelompok Jabatan <ukan kegiatan
sesuai denga r-masing berdasarkan

ketentu

atan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal

1), huruf ¢, huruf 1, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h,

erdiri atas sejumlah tena i;a fungsional yang terbagi dalam kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2 Kelompok Jabatan Fungs oral sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dipimpin oleh subkoord nator pelaksana fungsi pelayanan
fungsional sesuai dengai rJang lingkup bidang tugas dan fungsi
jabatan pimpinan tinggi prat ama.

(3) Subkoordinator sebagaim m i dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas membantu Pejabat \d ninistrator dalam penyusunan rencana,
pelaksanaan dan pengei dclian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan pada masing-mas ng uraian fungsi.

(4) Subkoordinator sebagaimara dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh pejabat Pembina cepegawaian atas usulan pejabat yang
berwenang.

(5) Ketentuan mengenai nomanklatur dan tugas sub koordinator
ditetapkan oleh Bupati.



@

S

@)

o)

EkBV
TATA KERJA
Pasal 16

Dalam melaksanakar tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional vajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah srrta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas poloknya masing-masing.

Setiap pemimpin setuan organisasi wajib men”~wasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Setiap pemimpin satuan organisasi bert c.vab memimpin
dan mengkoordinasi ba A/ahan m "dan memberikan
bimbingan serta petu ijrk b 3 pawahan;

Setiap pemimpin sgbjiah nrsasi; trjengrkuti dan
mematuhi pepurij™”™ drip ada atasannya
masin mpai poran berkala tepat

oleh pimpinan satuan organisasi
iu diolah dan dipergunakan sebagai bahan
aporan lebih lanjut untuk memberikan

epada baw ah mnya.
menyampaikan aporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wa ib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan

BAB VI
PENGANGKJ5T/N DAN PEMBERHENTIAN
DALAMIJABATAN
| asal 17

Kepala Dinas diangfat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sekretaris, Kepala Bida lg, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bu )ati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



| AB VII
ESELC N JABATAN
Pisal 18

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon lib atau
Pimpinan Tinggi Pratama

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon llia atau
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Illb atau
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dai Kepala UPTD merupakan
Eselon IVa atau Jabatan [Rngawas.

(5) Kepala Sub Bagian Paa Usaha UPTD merupak
Eselon IVb atau Jabatan 3engawas.

B AB VIII
KETENT L
Bagan tercantum dalam
lampir "erpisahkan dari Peraturan
BAB IX
KETENT JAN PERALIHAN
Nasal 20

(1) Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan
pelantikan pejabat stru cti ral sesuai dengan Peraturan Bupati ini;

(2) Pejabat yang ada teta 0 melaksanakan tugas dan fungsi
berdasarkan Peraturar [lAipati Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Or *anisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Ur lum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember samp li dengan dilaksanakannya pelantikan
pejabat berdasarkan Pe'at jran Bupati ini.

BAB X
KETEN TUAN PENUTUP
Fasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fun ;si Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Samber Daya Air Kabupaten Jember,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pisal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetaiiuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengar penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2{ Desember 2021

BUPATI JEMBER,

Diundangkan di Jember
pada tanggal % Desember 2021

.S"RETARIS DAERAH,

,£ | sSES®BTARI®!

TAHUN 2021 NOMOR |(E



Bidang

-t

Pemeliharaan Jalan dan
Drainase

KELOMPOK IABATAN FUNGSIONAL

n

LAMPIRAN PERATURAN

BUPATI JEMBER

NOMOR : TAHUN 2021
TENTANG : KEDUDI "\N ORGANISASI,
TUGAS1 ERTA TATA
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KERJAJ IAAN UMUM BINA

DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

/J<ELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Diundangkan di Jember
pada tanggal 3( Desember 202 I

DAERAH,

| vV o -
Ir. MIRFANO

Pembina Utama Madya
NIP. 19630215 199202 1001

DAN SUMBER DAYA AIR

BUPATEN JEMBER

KELOMPOK KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL



